BAB V

PEMBAHASAN

5.1 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini tidak terlepas dari berbagai macam keterbatasan yang dimana
dari keterbatasan ini akan mempengaruhi hasil penelitian. Keterbatasan dalam
penelitian ini adalah yang mana informan yang ingin di wawancara memiliki
jadwal kerja yang padat sehingga sulit untuk ditemui dan diwawancara, dan ada
beberapa informan seperti dokter dan kepala perawat yang tidak berani menjawab
pertanyaan yang sudah disediakan dengan alasan mereka tidak memiliki
wewenang untuk menjawab pertanyaan tersebut. Ditemui juga ada beberapa
pertanyaan wawancara lainnya yang tidak sepenuhnya terjawab, untuk

dokumentasi telaah dokumen tidak semua unsur variabel memiliki dokumentasi.

5.2 Isi kebijakan (Content of policy)

Isi kebijakan mempengaruhi proses implementasi karena isi kebijakan
dihasilkan dari proses formulasi kebijakan yang menentukan apa yang harus
disampaikan melalui kebijakan tersebut, perubahan apa yang akan muncul sebagai
akibat dari kebijakan yang diimplementasikan, dimana kebijakan tersebut
diimplementasikan, dan siapa saja aktor yang turut serta dalam implementasi.
Isi kebijakan terdiri dari kepentingan kelompok sasaran, jenis manfaat yang
diperoleh, letak pengambilan keputusan, pelaksana-pelaksana program.

5.2.1 Kepentingan kelompok sasaran
Kepentingan Kelompok sasaran, menurut Merilee S. Grindle dalam buku

Subianto (2020) menjelaskan bahwa suatu kebijakan dalam pelaksanaannya pasti
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melibatkan banyak kepentingan dan sejauhmana kepentingan-kepentingan
tersebut membawa pengaruh terhadap implementasinya. Jaminan Kesehatan
Nasional memiliki sasaran untuk semua masyarakat Indonesia tanpa memisahkan
golongan apapun, karena mereka miliki misi pada tahun 2019 semua masyarakat
Indonesia sudah menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional. Sesuai dengan
Pedoman pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional (JKN), yang menjadi
sasaran dalam program ini adalah seluruh komponen mulai dari pemerintah (pusat
dan daerah), BPJS, Fasilitas kesehatan, peserta dan pemangku kepentingan
lainnya sebagai acuan dalam pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional
(JKN) yang dimaksudkan untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang baik di
fasilitas-fasilitas kesehatan yang telah ditetapkan dengan anggaran APBN dan bisa
dijangkau oleh masyarakat golongan bawah (Rizky & Mahardika, 2023).

Dari hasil penelitian yang sudah dilakukan, menunjukkan bahwa Penerapan
dalam layanan kesehatan dirumah sakit ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas
pelayanan kepada pasien, menjadi sasaran utama kebijakan ini. Untuk peraturan
pendukung agar tercapainya sasaran, implementasi tarif ini  merujuk pada
Peraturan Daerah Sumatra Barat tentang Pajak Daerah yang menjadi dasar hukum
pelaksanaan. Namun, terdapat ketidaksesuaian antara peraturan yang berlaku
dengan usulan tarif yang diajukan oleh rumah sakit. Hal ini disebabkan oleh
banyaknya rumah sakit yang mengajukan revisi tarif secara bersamaan, sehingga
terjadi perubahan yang tidak sepenuhnya menyesuaikan kebutuhan masing-
masing fasilitas kesehatan. Sebagai contoh, beberapa tarif lama yang dinilai
terlalu rendah seharusnya dinaikkan, tetapi perubahan tersebut belum sepenuhnya

terlaksanakan. Oleh karena itu, upaya pengusulan ulang terus dilakukan untuk
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menyelaraskan peraturan dengan kebutuhan sebenarnya di lapangan, guna untuk
memastikan efektivitas implementasi kebijakan tarif ini.

Menurut Penlitian Sri Wusono et al.,(2022) kebijakan yang sudah
diterapkan di rumah sakit adalah pelatihan petugas medis dan non medis dalam
pelayanan JKN dan BPJS center sebagai sarana komplain masyarakat terhadap
pelayanan kesehatan. Sehingga, manajemen dapat menangani dengan cepat, dan
Rumah sakit harus memiliki formula good klinis dan good managerial dalam
menjalankan manajemen pelayanan pasien JKN.

Dari hasil penelitian di atas peneliti penyarankan agar rumah sakit dan
pemerintah daerah meningkatkan koordinasi dalam melakukan proses pengajuan
dan penyesuaian tarif layanan kesehatan yang akan diimplementasikan. Untuk
Peraturan pendukung, seperti Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah, perlu
ditinjau ulang secara berkala untuk memastikan kesesuaiannya dengan kebutuhan
yang dibutuhkan oleh fasilitas kesehatan. Yang mana mengingat banyaknya
rumah sakit yang mengajukan revisi tarif secara bersamaan, diperlukan
mekanisme prioritas dan evaluasi berbasis kebutuhan. Dengan langkah ini,
diharapkan kebijakan tarif dapat lebih responsif terhadap kebutuhan di lapangan
dan mendukung peningkatan kualitas pelayanan kepada pasien.

5.2.2 Jenis manfaat yang diperoleh

Pada poin ini Content of Policy isi kebijakan menurut Merilee S. Grindle
berupaya untuk menunjukan atau menjelaskan bahwa dalam suatu kebijakan harus
terdapat beberapa jenis manfaat yang menunjukkan dampak positif yang
dihasilkan oleh pengimplementasian kepada banyak pelaku lebih mudah di

implementasikan dibanding dengan kebijakan yang kurang bermanfaat. jenis yang
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dapat diperoleh yaitu berupa manfaat medis dan manfaat non-medis. Dimana
manfaat medis ini berupa pelayanan kesehatan yang komperehensif sesuai dengan
indikasi medis yang tidak terikat dengan besaran iuran yang dibayarkan.
Sedangkan untuk manfaat non-medis meliputi akomodasi, manfaat akomodasi
untuk layanan rawat inap sesuai hak kelas perawatan peserta/pasien Rizky &
Mahardika, (2023).

Dari hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti, menunjukkan
bahwa mencakup manfaat, tujuan, dan dampak yang berkaitan dengan pendapatan
rumah sakit, khususnya yang sebagian besar bersumber dari BPJS. Manfaat
utamanya adalah memastikan kelancaran proses penagihan klaim kepada BPJS,
yang nantinya digunakan untuk mendukung operasional rumah sakit, seperti
pembayaran gaji pegawai, baik P3K maupun kontrak, serta pengadaan sarana dan
prasarana. Dana yang diterima melalui klaim BPJS dialokasikan untuk berbagai
kebutuhan pelayanan kepada pasien, termasuk penyediaan makanan dan obat-
obatan.

Tujuan dari proses ini adalah untuk mencocokkan tarif layanan rumah sakit
dengan standar yang ditetapkan oleh BPJS, seperti tarif INA-CBG’s, agar tidak
terjadi kerancuan atau tumpang tindih dalam pengajuan klaim. Dengan demikian,
implementasi sistem klaim yang sesuai diharapkan dapat meningkatkan efisiensi
dan transparansi dalam pengelolaan dana rumah sakit, sehingga pelayanan kepada
pasien tetap optimal.

Menurut penelitian (Pratama et al., 2021) manfaat bagi pasien yaitu adanya
kepastian dalam pelayanan dengan prioritas pengobatan berdasarkan drajat

keparahan, dengan adanya batasan pada lama rawat pasien mendapatkan perhatian



85

lebih dalam tindakan medis dari para petugas rumah sakit karena berapa lama pun
rawat yang dilakukan biayanya sudah ditentukan dan mengurangi pemeriksaan
serta penggunaan alat medis yang berlebihan oleh tenaga medis sehingga
mengurangi resiko yang dihadapi pasien, manfaat bagi rumah sakit yaitu
mendapatkan pembiayaan berdasarkan kepada beban kerja sebenarnya, manfaat
bagi penyandang dana pemerintah yaitu dapat meningkatkan efisiensi dan
pengalokasian anggran pembiayaan kesehatan, dengan anggaran pembiayaan
efisien, equity terhadap masyarakat luas akan terjangkau, secara kualitas
pelayanan yang diberikan akan leih baik sehingga meningkatkan kepuasan pasien
dan pemerintah, penghitungan tarif pelayanan lebih objektif serta berdasarkan
kepada biaya yang sebenarnya.

Dari hasil penelitian di atas peneliti penyarankan agar rumah sakit terus
memperkuat mekanisme penagihan klaim kepada BPJS dengan cara memastikan
semua prosedur sesuai dengan standar yang sudah di ditetapkan, seperti pada tarif
INA-CBG’s. Upaya ini dapat mencakup pelatihan staf terkait pengelolaan klaim,
penggunaan sistem digital yang terintegrasi, dan audit internal yang rutin untuk
meminimalkan kesalahan dalam pengajuan klaim. Selain itu, rumah sakit perlu
menjalin komunikasi yang lebih intensif dengan BPJS untuk mempercepat proses
penyesuaian tarif dan menghindari potensi tumpang tindih klaim. Kemudian
dengan alokasi dana yang tepat, rumah sakit dapat terus mendukung kebutuhan
operasional, seperti pembayaran gaji, pengadaan Ssarana prasarana, serta
penyediaan makanan dan obat-obatan, sehingga kualitas pelayanan kepada pasien
tetap terjaga.

5.2.3 Letak Pengambilan Keputusan
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Pengambilan keputusan dalam suatu kebijakan mempunyai peranan penting
dalam pelaksanaan suatu kebijakan, maka pada bagian ini harus dijelaskan dimana
letak pengambilan  keputusan dari suatu kebijakan yang hendak
diimplementasikan. Letak pengambilan keputusan tentunya sangat erat kaitannya
dengan para Stakeholders dimana setiap keputusan yang diambil dalam
menjalankan suatu kebijakan satu program harus sesuai dengan peraturan dan
ketentaun yang ada dan keputusan yang diambil tentu untuk kepetingan bersama.
Pengambilan keputusan dalam suatu kebijakan memegang peranan penting dalam
pelaksanaan suatu kebijakan, dimana letak pengambilan keputusan dari suatu
kebijakan yang akan diimplementasikan (Toolkit et al., 2019).

Dari hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti, menunjukkan
bahwa, agar dalam pengambilan keputusan di rumah sakit melibatkan berbagai
aktor yang memiliki peran dan tanggung jawab berbeda untuk memastikan
keputusan yang diambil agar bersifat komprehensif dan tepat sasaran. Aktor-aktor
utama dalam proses ini mencakup manajemen rumah sakit, seperti direktur dan
tim keuangan, dokter spesialis dan tim BPJS yang memiliki tanggung jawab yang
berbeda-beda guna untuk membantu menyatukan berbagai perspektif, baik dari
sisi keuangan, medis, maupun administratif, sehingga menghasilkan keputusan
yang seimbang dan mendukung pelayanan kesehatan yang optimal.

Menurut penelitian (Rizky & Mahardika, 2023) sebuah kebijakan dapat
diimplementasikan setelah kebijakan-kebijakan yang telah diambil dan dibuat
oleh berbagai instansi pemerintah, kemudian dituangkan dalam bentuk dokumen
tertulis dan juga mempunyai kekuatan hukum. Dokumen tertulis yang lazim ini

disebut dengan produk hukum, dibuat berjenjang sesuai dengan hierarki
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pengambilan keputusan dalam kebijakan, kebijakan JKN sudah sesuai dengan
koridor hukum yang berlaku. Dasar hukumnya adalah UU No. 40 Tahun 2004
tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Ketika awal pelaksanaan JKN tahun
2014 ini memang memiliki banyak masalah yang terjadi di lapangan karena masih
terjadi kurangnya koordinasi, akhirnya munculah Peraturan Menteri Kesehatan
No. 28 tahun 2014 tentang pedoman pelaksanaan JKN. Semua pelaksanaan sudah
diatur dalam Permenkes No. 28 Tahun 2014 tersebut. Dalam penerapan kebijakan
JKN, ada tiga lembaga yang juga berpengaruh didalamnya yaitu BPJS Kesehatan
selaku lembaga yang ditugaskan untuk menjalankan JKN, Kementerian Kesehatan
Pusat serta Dinas Kesehatan kabupaten/kota.

Dari hasil penelitian di atas peneliti penyarankan agar rumah sakit dapat
melibatkan berbagai aktor dengan peran dan tanggung jawab yang berbeda dalam
pengambilan keputusan untuk memastikan keputusan yang diambil tepat sasaran.
Serta aktor-aktor utama seperti manajemen rumah sakit, termasuk direktur dan tim
keuangan, dokter spesialis, serta tim BPJS, perlu berkolaborasi untuk menyatukan
perspektif dari sisi keuangan, medis, dan administratif. Dengan melakukan
pendekatan ini akan membantu menciptakan keputusan yang seimbang,
mendukung efisiensi operasional, dan memastikan pelayanan kesehatan yang
optimal bagi pasien. Dengan koordinasi yang baik antaraktor, tantangan yang ada
dapat diatasi secara lebih efektif.

5.2.4 Pelaksanaan-pelaksanaan program

Pelaksanaan program selalu melibatkan beberapa aktor agar terciptanya

program yang dapat berjalan dengan baik. Program harus dilaksanakan dengan

aktor-aktor yang terlibat di dalamnya dengan mengetahui wewenang atau tugas
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masingmasing yang ada di dalam pelaksanaan program tersebut, menjalankan
suatu kebijakan atau program harus didukung dengan adanya pelaksana kebijakan
yang kompeten demi keberhasilan suatu kebijakan (Toolkit et al., 2019).

Dari hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti untuk informasi
mengenai kebijakan tidak dapat dijawab oleh unit casemix dikarenakan tidak
memiliki wewenang untuk menjawab pertanyaan tersebut, sehingga di arahkan ke
bagian yang dianggap memiliki wewenang terhadap pertanyaan tersebut yaitu unit
bagian keuangan. Untuk permasalahan utama yang dihadapi adalah ketidakpastian
klaim yang disetujui oleh BPJS, terutama pada kasus pasien rawat jalan yang
kemudian memerlukan rawat inap dalam hari yang sama, BPJS hanya mengakui
klaim untuk satu episode rawatan saja, yaitu rawat inap, sehingga klaim rawat
jalan harus dikembalikan meskipun layanan telah diberikan. Hal ini dapat
menyebabkan potensi kerugian bagi rumah sakit. yang mana pada pasien dengan
gangguan jiwa yang memiliki, tingkat kunjungan rawat inap yang tinggi sering
menjadi sorotan BPJS, dimana mereka mempertanyakan efektivitas rawatan yang
diberikan sebelumnya. Sedangkan rumah sakit, di sisi lain, tidak bisa menolak
pasien, terutama yang mengalami gangguan jiwa, dan ini sering terulang. Harapan
ke depan adalah adanya penyesuaian sistem tarif dan proses audit agar klaim
dapat disetujui sesuai aturan tanpa mengorbankan pelayanan kepada pasien.
Implementasi aturan yang lebih jelas dan terintegrasi menjadi kunci untuk
mengurangi ketidakpastian dan meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan klaim.

Dengan demikian penelitian ini sejalan dengan penelitian (Sri Wusono et
al.,, 2022) di RSUD Jaraga Sasameh yang mana rumah sakit ini tidak ada

persiapan dalam antisipasi ketika terjadi lonjakan pasien, namun rumah sakit
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tersebut tidak terlalu khawatir karena pihak rumah sakit tersebut beranggapan
bahwa kekurangan tersebut dapat ditutupi dengan cara subsidi silang.

Dari hasil penelitian di atas peneliti penyarankan agar pihak rumah sakit dan
BPJS Kesehatan memperkuat komunikasi dan koordinasi untuk mengatasi
ketidakpastian dalam pengelolaan klaim, rumah sakit perlu mensosialisikan lagi
dengan unit yang menyangkut tarif kebijakan agar tercapainya tarif yang lebih
fleksibel terkait klaim rawat jalan dan rawat inap dalam satu hari, sehingga
layanan yang telah diberikan tidak menjadi potensi kerugian. Selain itu, untuk
kasus pasien dengan gangguan jiwa yang memiliki tingkat kunjungan rawat inap
tinggi, perlu ada pendekatan kolaboratif antara rumah sakit, BPJS, dan keluarga
pasien untuk memastikan keberlanjutan perawatan yang lebih efektif di rumah.
BPJS juga diharapkan dapat menyusun sistem tarif dan audit yang lebih
transparan serta terintegrasi, agar proses pengajuan klaim menjadi lebih efisien
dan tidak mengorbankan kualitas layanan kesehatan. Langkah-langkah ini penting
untuk menciptakan sistem yang adil bagi semua pihak, sekaligus memastikan

pasien tetap mendapatkan pelayanan optimal sesuai kebutuhan.

5.3 Konteks Kebijakan (Context of implementation)
Sementara konteks kebijakan merepresentasikan lingkungan dimana
proses kebijakan-termasuk implementasi berlangsung.
5.3.1 Kekuasaan, kepentingan serta strategi dari para aktor yang terlibat
Dalam suatu kebijakan perlu diperhitungkan kekuatan atau kekuasaan,

kepentingan, serta strategi yang digunakan oleh para aktor yang terlibat guna
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memperlancar jalannya pelaksanaan suatu implementasi kebijakan (Toolkit et al.,
2019).

Dari hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti untuk informasi
mengenai kekuasaan, kepentingan serta strategi dari para aktor yang terlibat ini
tidak dapat dijawab karena informasi atau jawaban bersifat rahasia.

Menurut penelitian (Sri Wusono et al.,2022) strategi rumah sakit yang akan
diterapkan terhadap selisih negatif adalah mekanisme subsidi silang dari
pendapatan klaim rawat inap yang surplus atau pendapatan lain. Sehingga, rumah
sakit perlu melakukan subsidi silang, peningkatan program rujuk balik pada
penyakit kronis, peningkatan kualitas klaim baik dari sumber daya manusia dan
sarana prasarana, penegakan clinical pathway, system remunerasi dalam
pembagian jasa pelayanan, implementasi penggunaan obat formulairum nasional,
dan membangun komitmen bersama integrasi aspek manajemen dan pelayanan.

Dari hasil penelitian di atas peneliti penyarankan agar peneliti berikutnya
dapat mengembangkan metode pengumpulan data yang lebih mendalam, seperti
wawancara mendalam atau pendekatan partisipatoris, untuk mendapatkan
informasi terkait kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor meskipun bersifat
sensitif atau rahasia. Selain itu, penting untuk membangun kepercayaan dengan
para informan dan menjamin kerahasiaan data, sehingga mereka lebih terbuka
dalam memberikan informasi.

5.3.2 Responsi dan daya tanggap

Dalam proses pelaksanaan suatu kebijakan adalah kepatuhan dan respon

dari para pelaksana. Maka pada poin ini adalah Sejauh mana kepatuhan dan

respon dari pelaksana dalam menanggapi suatu kebijakan, hal ini juga bagian
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penting dari proses implementasi suatu kebijakan, dimana tingkat kepatuhan dan
adanya respon dari pelaksana kebijakan merupakan aksi nyata dari pelaksana
untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam pengimplementasian
program kartu Indonesia sehat ini agar dapat terlaksana dengan baik, secara
optimal dan berdaya guna bagi masyarakat yang membutuhkan

Dari hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti bahwa perbedaan
tarif layanan BPJS Kesehatan menunjukkan adanya hubungan antara kualitas
layanan, keterbatasan anggaran, dan responsivitas sistem. Perbedaan tarif
mencerminkan dalam kualitas layanan yang dapat diberikan oleh rumah sakit,
mengingat tarif yang tersedia sering kali tidak sebanding dengan kebutuhan
operasional. Pihak rumah sakit berupaya untuk mengoptimalkan layanan meski
dengan keterbatasan anggaran, serta evaluasi yang lebih responsif terhadap
kebutuhan tarif agar layanan kesehatan dapat terus ditingkatkan tanpa
mengorbankan kualitas layanan yang diberikan.

Menurut penelitian (Rizky & Mahardika, 2023) berdasarkan pengamatan
dan penjelasan yang diberikan oleh para narasumber, tidak ditemukan adanya
penolakan dari pihak internal BPJS kesehatan kantor cabang utama medan
ataupun pihak RSU pirngadi medan terhadap pelaksanaan jaminan kesehatan
nasional. Baik tenaga medis maupun non-medis sudah menjalankan tugas dan
wewenangnya masing-masing sesuai dengan SOP yang yang telah ditentukan.

Dari hasil penelitian di atas peneliti penyarankan agar BPJS Kesehatan
meningkatkan responsivitas dalam menangani usulan penyesuaian tarif dari rumah
sakit, sehingga kebutuhan operasional dapat lebih sejalan dengan kualitas layanan

yang diharapkan. Selain itu, perlu dibangun mekanisme komunikasi yang lebih
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efektif dan transparan antara BPJS Kesehatan dan pihak rumah sakit untuk
memastikan kebutuhan dan kendala di lapangan dapat teridentifikasi dengan baik.
Pemerintah juga diharapkan melakukan evaluasi berkala terhadap kebijakan tarif
layanan BPJS Kesehatan, dengan mempertimbangkan faktor kebutuhan
operasional rumah sakit, serta standar pelayanan kesehatan yang optimal. Upaya
kolaboratif ini diharapkan mampu mengurangi disparitas kualitas layanan akibat
keterbatasan anggaran dan memastikan akses layanan kesehatan yang adil bagi

seluruh masyarakat.



BAB VI
KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, diperoleh beberapa kesimpulan

utama terkait implementasi perbedaan tarif riil rumah sakit dengan tarif INA-

CBG’s pada pelayanan rawat inap kasus skizofrenia di Rumah Sakit Jiwa Prof.

HB. Saanin Padang:

2.

Implementasi Perbedaan Tarif:
Terdapat perbedaan tarif pada tarif rill rumah sakit dan tarif INA-CBG’s di
Rumah Sakit Jiwa Prof.HB.Saanin Padang namun perbedaan tarif tersebut
dijadikan sebagai acuan atau pembanding untuk mencocokkan tarif agar tarif
yang diajukan sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh rumah sakit.
Implementasi Perbedaan Tarif rill rumah sakit dan tarif INA-CBG’s di
Rumah Sakit Jiwa Prof.HB.Saanin Padang dapat dilihat dari beberapa
variabel Implementasi yaitu Isi Kebijakan dan konteks kebijakan dari Merilee
S. Grindle berikut ini :
1) Aspek Isi kebijakan (Content of policy) :
a. Kepentingan kelompok sasaran
Bahwa kalau untuk sasaran rumah sakit menetapkan sasaran tarif ini ke
hanya ke pasien, dan untuk peraturan yang sudah ditetapkan juga masih

ada yang belum sesuai dengan yang di inginkan oleh pihak rumah sakit.
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b. Jenis manfaat yang diperoleh
Implementasi tarif ini memiliki manfaat teutama di pendapatan rumah
sakit karena, sebagian besar pendapatan rumah sakit di peroleh dari tarif
yang di ajukan untuk pembayaran pasien JKN ke BPJS, yang mana
pendapatan tersebut digunakan untuk sarana dan prasaranan dirumah sakit
seperti makan pasien, obat pasien.

c. Kedudukan pengambilan keputusan
Disimpulkan bahwa untuk pengambilan keputusan terhadap tarif
memerlukan keputusan dari beberapa bagian seperti bagian manajemen,
PPA (Profesional Pemberi Asuhan), tim BPJS dan staf klaim.

d. Pelaksana-pelaksana program
Permasalahan yang terjadi pada saat pengimplementasian tarif dirumah
sakit, terdapat permasalahan seperti terjadinya kunjungan rawat inap
pasien yang terlalu sering, yang disebabkan oleh pasien yang baru pulih
namun setelah dipulangkan pasien tersebut kambuh kembali sehingga
menyebabkan pasien tersebut datang dan menjalankan pengobatan kembali
yang membuat pihak penerima klaim ragu dengan pelayanan yang
diberikan oleh rumah sakit sehingga menyebabkan pengajuan biaya harus
di tidak layakkan dan klaim tidak dibayarkan sehingga dapat menyebabkan
kerugian terhadap rumah sakit, sedangkan pihak rumah sakit tidak bisa

menolak pasien yang datang untuk melakukan pengobatan.
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2) Aspek Konteks Kebijakan (Context of implementation) :

a. kelompok kepentingan
pada penjelasan kelompok kepentingan peneliti tidak mendapatkan
jawaban karena informasi tersebut ditutupi oleh pihak rumah sakit.

b. Responsi dan daya Tanggap
rumah sakit sudah berusaha untuk selalu mengoptimalkan layanan dengan
tarif yang sudah di implementasikan, namun untuk lebih mengoptimalkan
lagi pelayanan yang akan diberikan maka rumah sakit selalu mengajukan

pnyesuian tarif sesuai dengan kebutuhan.

6.2 Saran

Adapun saran dari penlitian ini antara lain :

1. Bagi Rumah Sakit Jiwa Prof HB.Saanin Padang agar :

a. Implementasi perbedaan tarif
Rumah sakit dapat lebih mempertimbangkan kembali tarif yang aka n
diajukan agar dapat menyandingkan tarif sesuai dengan kebutuhan agar
tidak terjadi pengajuan tarif yang terlalu sering.

b. Aspek Isi kebijakan (Content of policy)
Agar Rumah sakit lebih mengoptimalkan dan lebih memastikan pasien
memang sudah sangat pulih sebelum dipulangkan karena lama hari
rawatan pasien jiwa ini lebih lama dibandingkan dengan pasien non jiwa,
serta memberikan arahan kepada keluarga pasien sebelum pasien dibawa
pulang agar tidak terjadi over kunjungan yang dapat menyebabkan status

pasien tidak dilayakkan oleh pihak bpjs sehingga dapat menyebabkan
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kerugian pada rumah sakit itu sendiri.
c. Aspek Konteks Kebijakan (Context of implementation)
Rumah sakit perlu mematangkan tarif dan membuat prioritas kebutuhan
sebelum melakukan pengajuan tarif kepada pihak Pemerintah Daerah agar
tarif yang di ajukan dapat cepat direspon oleh pihak Pemerintah Daerah.
Serta pihak-pihak rumah sakit ikut serta dalam melakukan penetapan tarif.
1. Bagi Fakultas llmu Kesehatan Unbrah
Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber bacaan untuk
menambah wawasan bagi mahasiswa Fikes yang memerlukan bahan bacaan
dan acuan seputar Implementasi Tarif Rill Rumah sakit dengan Tarif Ina-
Cbg’s.
2. Bagi peneliti selanjutnya
Selanjutnya diharapkan untuk meneliti lebih banyak tentang Implementasi

Tarif rill rumah sakit dan tarif Ina-Cbg’s di Rumah Sakit.
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Lampiran 1. Informed Concent

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN
(INFORMED CONCENT)

Saya yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bersedia untuk
menjadi informan penelitian yang dilakukan oleh Tara Hafizah R, mahasiswa
Prodi Administrasi Rumah Sakit Fakultas 1lmu Kesehatan Universitas
Baiturrahmah dengan judul, “Analisis Implementasi Perbedaan Tarif Rill Rumah
Sakit dengan Tarif INA-CBG’s Pelayanan Rawat Inap Pada Kasus Schizofrenia di

RSJ Prof. HB. Saanin Padang”.

Saya memahami dan menyadari bahwa penelitian ini tidak akan
menimbulkan akibat yang merugikan saya dan informasi yang saya berikan

sepenuhnya digunakan untuk kepentingan penelitian.



Lampiran 2. Pedoman Wawancara

Pedoman Wawancara Mengenai Implementasi Tarif Rill Rumah Sakit

dengan Tarif INA-CBG’s di Rumah Sakit Jiwa Prof HB.Saanin. Padang

A. Petunjuk Wawancara

1.

2.

3.

Perkenalkan diri pewawancara kepada informan

Mengemukakan maksud dan tujuan pewawancara

Permintaan izin untuk melakukan wawancara secara verbal dan

merekam percakapan yang terjadi

Pertanyaan bahwa hasil wawancara akan dirahasiakan dan tidak akan

disebarluaskan

Peraturan wawancara mendalam :

a) Semua jawaban benar dan berharga

b) Semua jawaban harus diprobing

¢) Melakukan wawancara sesuai dengan kesepakatan

d) Wawancara bias dilakukan berulang-ulang sesuai dengan
kesepakatan antara pewawancara dengan informan

Mengklasifikasikan hasil wawancara kepada informan

Mengakhiri wawancara dengan mengucapkan terimakasih.



Lampiran 3. Pedoman Wawancara Kepala Keuangan

B. Jadwal Wawancara
Tanggal, Hari
Waktu mulai dan selesai
C. ldentitas Informan
Profil
Kode Informan
Nama (Inisial )
Umur
Jenis Kelamin
Pendidikan Terakhir

D. Daftar pertanyaan

Aspek Content Of Policy (Isi Kebijakan)

1. lzin pak/bu, sebelumnya tara mau izin bertanya mengenai implmentasi
tarif rill rs dan tarif Ina-cbgs, untuk implementasi tarif rill rs dan tarif
INA-CBG’s ini maksudnya bagaimana ya pak/bu? ( untuk tarif rill
dan tarif ina-cbgs ini sendiri maksudnya bagaimana ya pak/bu?)

2. lzin pak/bu apa tujuan dari implementasi kebijakan tarif di rumah
sakit ini? Dan apakah tujuan yang sudah dilakukan tercapai? Apakah
ada faktor dampak dan tingkat perubahan yang ditimbulkan oleh

implementasi tarif di rumah sakit ini?



Izin pak/bu dalam melakukan proses implementasi kebijakan tarif
dirumah sakit ini, sudah sejauh manakah tolak ukur keberhasilan yang
telah dicapai? (apa saja yang menjadi tolak ukur keberhasilan dalam
implementasi tarif di rumah sakit ini?)

Bagaimana menurut bapak/ibu tentang tujuan tdi apakah sasaran dari
implementasi ini? ( probing : seberapa penting implementasi bagi rs,
siapa saja sasaran implementasi, apakah ada peraturan pendukung
lainnya mengenai implementasi tarif di rsj ini?untuk peraturan yg
ditetapkan apakah sudah sesuai atau belum antara peraturan dengan
keadaan yang sebenarnya dirsj?)

. Apa saja manfaat yang diperoleh rumah sakit dari hasil implementasi
kebijakan tarif yang sudah dilakukan?

Dalam pelaksanaan kebijakan implementasi tarif ini, apakah dalam
kebijakan yang sudah dibuat sudah dijelaskan secara rinci menegenai
implementasi tarif ini? (probing : apa saja kebijakan yang digunakan
dalam mngimplementasikan tarif rill dan tarif ina-cbgs ini?, apa saja
isi dari kebijakan yang disudah ditetapkan)

Apakah ada pihak dan aktor yang yang terlibat dalam implementasi
tarif dirumah skait ini ? Siapa sajakah pihak atau aktor yang terlibat
terkait dengan implementasi kebijakan tarif di rs ini?

Dalam pengaruh keberhasilan kebijakan implementasi tarif ini ada

berapa pihak yang memiliki pengaruh yang kuat dalam kegiatan



implementasi ini dan pihak manakah yang memiliki kuasa tinggi
dalam implementasi kebijakan tarif dirumah sakit ini?

9. Apakah ada dampak yang ditimbulkan pada rumah sakit dan pasien
terhadap kebijakan implementasi yang dilaksanakan? (probing: jika
ada dampak seperti apa yang ditimbulkan)

10. Untuk landasan dalam pelaksanaan kebijakan tarif ini landasan seperti
apa yg digunakan dalam pelaksanaan kebijakan tarif (tarif rill dan tarif
ina cbgs) di RSJ ini ?

11. Dalam proses menetapkan implementasi tarif permasalahan apa saja
yang muncul? (probing : sumber permasalahan, yang bertanggung

jawab, solusi, harapan terhadap impmentasi tarif untuk kedepannya)

Aspek Context Of Implementation (Konteks Implementasi)

1. Keberhasilan kebijakan tentu meliputi isi kebijakannya, apa
sajakah isi-isi kebijakan yang ada dalam implementasi kebijakan
tarif dirumah sakit ini?

2. Apa sajakah faktor-faktor keberhasilan dalam implementasi
kebijakan yang akan dilaksanakan?

3. Dalam melaksanakan kebijakan tentu melibatkan banyak
kepentingan, dan sejauh manakah kepentingan-kepentingan
tersebut membawa pengaruh terhadap implementasinya? (probing
: siapa saja yang memiliki kepentingan, pengaruh seperti apa yang

dibawa oleh kepentingan tersebut)



Lampiran 4. Pedoman Wawancara Staf Bagian Bendahara

B. Jadwal Wawancara
Tanggal, Hari
Waktu mulai dan selesai
C. ldentitas Informan
Profil . Staf bagian Bendahara
Kode Informan (IF 2
Nama (Inisial )
Umur
Jenis Kelamin
Pendidikan Terakhir

D. Daftar pertanyaan

Aspek Content Of Policy (Isi Kebijakan)

1. lzin pak/bu, sebelumnya tara mau izin bertanya mengenai implmentasi
tarif rill rs dan tarif Ina-cbgs, untuk implementasi tarif rill rs dan tarif
INA-CBG’s ini maksudnya bagaimana ya pak/bu? ( untuk tarif rill
dan tarif ina-cbgs ini sendiri maksudnya bagaimana ya pak/bu?)

2. Apa saja manfaat yang diperoleh rumah sakit dari hasil implementasi

kebijakan tarif yang sudah dilakukan?



3. Dalam pelaksanaan kebijakan implementasi tarif ini, apakah dalam
kebijakan yang sudah dibuat sudah dijelaskan secara rinci menegenai
implementasi tarif ini?

4. Dalam proses menetapkan/menjalankan implementasi tarif
permasalahan apa saja yang biasanya muncul? (probing : darimana
sumber permasalahan itu terjadi , siapa yang bertanggung jawab jika
terjadi permasalahan, solusi seperti apa yg biasanya dilakukan jika
terjadi permasalahan, untuk harapan terhadap implementasi tarif ini

apa yg diharapkan untuk kedepannya)

Aspek Context Of Implementation (Konteks Implementasi)

1. Keberhasilan kebijakan tentu meliputi isi kebijakannya, apa
sajakah isi-isi kebijakan yang ada dalam implementasi kebijakan

tarif dirumah sakit ini?



Lampiran 5. Pedoman Wawancara Kepala Unit Casemix

B. Jadwal Wawancara
Tanggal, Hari
Waktu mulai dan selesai
C. ldentitas Informan
Profil : Kepala Unit Casemix
Kode Informan (IF3
Nama (Inisial )
Umur
Jenis Kelamin
Pendidikan Terakhir

D. Daftar pertanyaan

Aspek Content Of Policy (Isi Kebijakan)

1. lzin pak/bu, sebelumnya tara mau izin bertanya mengenai implmentasi
tarif rill rs dan tarif Ina-cbgs, untuk implementasi tarif rill rs dan tarif
INA-CBG’s ini maksudnya bagaimana ya pak/bu? ( untuk tarif rill
dan tarif ina-cbgs ini sendiri maksudnya bagaimana ya pak/bu?)

2. lzin pak/bu dalam melakukan proses implementasi kebijakan tarif
dirumah sakit ini, sudah sejauh manakah tolak ukur keberhasilan yang
telah dicapai? (apa saja yang menjadi tolak ukur keberhasilan dalam

implementasi tarif di rumah sakit ini?)



3. Apa saja manfaat yang diperoleh rumah sakit dari hasil implementasi
kebijakan tarif yang sudah dilakukan?

4. Dalam pelaksanaan kebijakan implementasi tarif ini, apakah dalam
kebijakan yang sudah dibuat sudah dijelaskan secara rinci menegenai
implementasi tarif ini? (probing : apa saja kebijakan yang digunakan
dalam mngimplementasikan tarif rill dan tarif ina-cbgs ini?, apa saja
isi dari kebijakan yang disudah ditetapkan)

5. Apakah ada dampak yang ditimbulkan pada rumah sakit dan pasien
terhadap kebijakan implementasi yang dilaksanakan? (probing: jika
ada dampak seperti apa yang ditimbulkan)

6. Untuk landasan dalam pelaksanaan kebijakan tarif ini landasan seperti
apa yg digunakan dalam pelaksanaan kebijakan tarif (tarif rill dan tarif
ina cbgs) di RSJ ini ?

7. Dalam proses menetapkan implementasi tarif permasalahan apa saja
yang biasanya muncul? (probing : darimana sumber permasalahan itu
terjadi , siapa yang bertanggung jawab jika terjadi permasalahan,
solusi seperti apa yg biasanya dilakukan jika terjadi permasalahan,
untuk harapan terhadap implementasi tarif ini apa yg diharapkan

untuk kedepannya)

Aspek Context Of Implementation (Konteks Implementasi)

1. Keberhasilan kebijakan tentu meliputi isi kebijakannya, apa
sajakah isi-isi kebijakan yang ada dalam implementasi kebijakan

tarif dirumah sakit ini?



2. Apa sajakah faktor-faktor keberhasilan dalam implementasi
kebijakan yang akan dilaksanakan?

3. Dalam melaksanakan kebijakan tentu melibatkan banyak
kepentingan, dan sejauh manakah kepentingan-kepentingan
tersebut membawa pengaruh terhadap implementasinya? (probing
: siapa saja yang memiliki kepentingan, pengaruh seperti apa yang

dibawa oleh kepentingan tersebut)



Lampiran 6. Pedoman Wawancara Staf Klaim Bagian Rawat Inap

B. Jadwal Wawancara
Tanggal, Hari
Waktu mulai dan selesai
C. ldentitas Informan
Profil . Staf klaim bagian rawat inap
Kode Informan (IF4
Nama (Inisial )
Umur
Jenis Kelamin
Pendidikan Terakhir

D. Daftar pertanyaan

Aspek Content Of Policy (Isi Kebijakan)

1. lzin pak/bu, sebelumnya tara mau izin bertanya mengenai implmentasi
tarif rill rs dan tarif Ina-cbgs, untuk implementasi tarif rill rs dan tarif
INA-CBG’s ini maksudnya bagaimana ya pak/bu? (untuk tarif rill
dan tarif ina-cbgs ini sendiri maksudnya bagaimana ya pak/bu?)

2. Apa saja manfaat yang diperoleh rumah sakit dari hasil implementasi
kebijakan tarif yang sudah dilakukan?

3. Dalam pelaksanaan kebijakan implementasi tarif ini, apakah dalam
kebijakan yang sudah dibuat sudah dijelaskan secara rinci menegenai

implementasi tarif ini?



4. Dalam proses menetapkan/menjalankan implementasi tarif
permasalahan apa saja yang biasanya muncul? (probing : darimana
sumber permasalahan itu terjadi , siapa yang bertanggung jawab jika
terjadi permasalahan, solusi seperti apa yg biasanya dilakukan jika
terjadi permasalahan, untuk harapan terhadap implementasi tarif ini

apa yg diharapkan untuk kedepannya)
Aspek Context Of Implementation (Konteks Implementasi)

1. Keberhasilan kebijakan tentu meliputi isi kebijakannya, apa sajakah
isi-isi kebijakan yang ada dalam implementasi kebijakan tarif dirumah

sakit ini?



Lampiran 7. Pedoman Wawancara Staf Coder

B. Jadwal Wawancara
Tanggal, Hari
Waktu mulai dan selesai
C. Identitas Informan
Profil : Staf Coder
Kode Informan :IF5
Nama (Inisial )
Umur
Jenis Kelamin
Pendidikan Terakhir

D. Daftar pertanyaan

Aspek Content Of Policy (Isi Kebijakan)

1. lzin pak/bu, sebelumnya tara mau izin bertanya mengenai implmentasi
tarif rill rs dan tarif Ina-cbgs, untuk implementasi tarif rill rs dan tarif
INA-CBG’s ini maksudnya bagaimana ya pak/bu? ( untuk tarif rill
dan tarif ina-cbgs ini sendiri maksudnya bagaimana ya pak/bu?)

2. Apa saja manfaat yang diperoleh rumah sakit dari hasil implementasi

kebijakan tarif yang sudah dilakukan?



3. Dalam pelaksanaan kebijakan implementasi tarif ini, apakah dalam
kebijakan yang sudah dibuat sudah dijelaskan secara rinci menegenai
implementasi tarif ini?

4. Dalam proses menetapkan/menjalankan implementasi tarif
permasalahan apa saja yang biasanya muncul? (probing : darimana
sumber permasalahan itu terjadi , siapa yang bertanggung jawab jika
terjadi permasalahan, solusi seperti apa yg biasanya dilakukan jika
terjadi permasalahan, untuk harapan terhadap implementasi tarif ini

apa yg diharapkan untuk kedepannya)

Aspek Context Of Implementation (Konteks Implementasi)

1. Keberhasilan kebijakan tentu meliputi isi kebijakannya, apa sajakah
isi-isi kebijakan yang ada dalam implementasi kebijakan tarif

dirumah sakit ini?



Lampiran 8. Pedoman Wacancara Dokter

B. Jadwal Wawancara
Tanggal, Hari
Waktu mulai dan selesai
C. ldentitas Informan
Profil : Dokter
Kode Informan 'IF 6
Nama (Inisial )
Umur
Jenis Kelamin
Pendidikan Terakhir

D. Daftar pertanyaan

Aspek Content Of Policy (Isi Kebijakan)

1. lzin pak/bu, sebelumnya tara mau izin bertanya mengenai implmentasi
tarif rill rs dan tarif Ina-cbgs, untuk implementasi tarif rill rs dan tarif
INA-CBG’s ini maksudnya bagaimana ya pak/bu? ( untuk tarif rill dan
tarif ina-cbgs ini sendiri maksudnya bagaimana ya pak/bu?)

2. lzin pak/bu apa tujuan dari implementasi kebijakan tarif di rumah sakit
ini? Dan apakah tujuan yang sudah dilakukan tercapai? Apakah ada
faktor dampak dan tingkat perubahan yang ditimbulkan oleh

implementasi tarif di rumah sakit ini?



Izin pak/bu dalam melakukan proses implementasi kebijakan tarif
dirumah sakit ini, sudah sejauh manakah tolak ukur keberhasilan yang
telah dicapai? (apa saja yang menjadi tolak ukur keberhasilan dalam
implementasi tarif di rumah sakit ini?)

. Bagaimana menurut bapak/ibu tentang tujuan tdi apakah sasaran dari
implementasi ini? ( probing : seberapa penting implementasi bagi rs,
siapa saja sasaran implementasi, apakah ada peraturan pendukung
lainnya mengenai implementasi tarif di rsj ini?untuk peraturan yg
ditetapkan apakah sudah sesuai atau belum antara peraturan dengan
keadaan yang sebenarnya dirsj?)

. Apa saja manfaat yang diperoleh rumah sakit dari hasil implementasi
kebijakan tarif yang sudah dilakukan?

. Dalam pelaksanaan kebijakan implementasi tarif ini, apakah dalam
kebijakan yang sudah dibuat sudah dijelaskan secara rinci menegenai
implementasi tarif ini? (probing : apa saja kebijakan yang digunakan
dalam mngimplementasikan tarif rill dan tarif ina-cbgs ini?, apa saja isi
dari kebijakan yang disudah ditetapkan)

. Apakah ada pihak dan aktor yang yang terlibat dalam implementasi tarif
dirumah skait ini ? Siapa sajakah pihak atau aktor yang terlibat terkait
dengan implementasi kebijakan tarif di rs ini?

. Dalam pengaruh keberhasilan kebijakan implementasi tarif ini ada

berapa pihak yang memiliki pengaruh yang kuat dalam kegiatan



implementasi ini dan pihak manakah yang memiliki kuasa tinggi dalam
implementasi kebijakan tarif dirumah sakit ini?

9. Apakah ada dampak yang ditimbulkan pada rumah sakit dan pasien
terhadap kebijakan implementasi yang dilaksanakan? (probing: jika ada

dampak seperti apa yang ditimbulkan)

Aspek Context Of Implementation (Konteks Implementasi)

1. Apa sajakah faktor-faktor keberhasilan dalam implementasi kebijakan
yang akan dilaksanakan?

2. Dalam melaksanakan kebijakan tentu melibatkan banyak kepentingan,
dan sejauh manakah kepentingan-kepentingan tersebut membawa
pengaruh terhadap implementasinya? (probing : siapa saja yang
memiliki kepentingan, pengaruh seperti apa yang dibawa oleh

kepentingan tersebut)



Lampiran 9. Pedoman Wawancara Kepala Perawat

B. Jadwal Wawancara
Tanggal, Hari
Waktu mulai dan selesai
C. ldentitas Informan
Profil : Kepala Perawat
Kode Informan (IR 7
Nama (Inisial )
Umur
Jenis Kelamin
Pendidikan Terakhir

D. Daftar pertanyaan

Aspek Content Of Policy (Isi Kebijakan)

1. lzin pak/bu, sebelumnya tara mau izin bertanya mengenai implmentasi
tarif rill rs dan tarif Ina-cbgs, untuk implementasi tarif rill rs dan tarif
INA-CBG’s ini maksudnya bagaimana ya pak/bu? ( untuk tarif rill dan
tarif ina-cbgs ini sendiri maksudnya bagaimana ya pak/bu?)

2. lzin pak/bu apa tujuan dari implementasi kebijakan tarif di rumah sakit
ini? Dan apakah tujuan yang sudah dilakukan tercapai? Apakah ada
faktor dampak dan tingkat perubahan yang ditimbulkan oleh

implementasi tarif di rumah sakit ini?



Izin pak/bu dalam melakukan proses implementasi kebijakan tarif
dirumah sakit ini, sudah sejauh manakah tolak ukur keberhasilan yang
telah dicapai? (apa saja yang menjadi tolak ukur keberhasilan dalam
implementasi tarif di rumah sakit ini?)

. Bagaimana menurut bapak/ibu tentang tujuan tdi apakah sasaran dari
implementasi ini? ( probing : seberapa penting implementasi bagi rs,
siapa saja sasaran implementasi, apakah ada peraturan pendukung
lainnya mengenai implementasi tarif di rsj ini?untuk peraturan yg
ditetapkan apakah sudah sesuai atau belum antara peraturan dengan
keadaan yang sebenarnya dirsj?)

. Apa saja manfaat yang diperoleh rumah sakit dari hasil implementasi
kebijakan tarif yang sudah dilakukan?

. Dalam pelaksanaan kebijakan implementasi tarif ini, apakah dalam
kebijakan yang sudah dibuat sudah dijelaskan secara rinci menegenai
implementasi tarif ini? (probing : apa saja kebijakan yang digunakan
dalam mngimplementasikan tarif rill dan tarif ina-cbgs ini?, apa saja isi
dari kebijakan yang disudah ditetapkan)

. Apakah ada pihak dan aktor yang yang terlibat dalam implementasi tarif
dirumah skait ini ? Siapa sajakah pihak atau aktor yang terlibat terkait
dengan implementasi kebijakan tarif di rs ini?

. Dalam pengaruh keberhasilan kebijakan implementasi tarif ini ada

berapa pihak yang memiliki pengaruh yang kuat dalam kegiatan



implementasi ini dan pihak manakah yang memiliki kuasa tinggi dalam
implementasi kebijakan tarif dirumah sakit ini?

9. Apakah ada dampak yang ditimbulkan pada rumah sakit dan pasien
terhadap kebijakan implementasi yang dilaksanakan? (probing: jika ada

dampak seperti apa yang ditimbulkan)
Aspek Context Of Implementation (Konteks Implementasi)

1. Apa sajakah faktor-faktor keberhasilan dalam implementasi kebijakan
yang akan dilaksanakan?

2. Dalam melaksanakan kebijakan tentu melibatkan banyak kepentingan,
dan sejauh manakah kepentingan-kepentingan tersebut membawa
pengaruh terhadap implementasinya? (probing : siapa saja yang
memiliki kepentingan, pengaruh seperti apa yang dibawa oleh

kepentingan tersebut)



Lampiran 10. Matriks Wawancara Mendalam

Implementasi Tarif Rill Rumah Sakit dan INA-CBG’s

No.

Informasi

Informan

Jawaban

Implementasi
Tarif Rill
Rumah Sakit
dan INA-
CBG’s

IF1

kalau untuk analisis implementasi
tarif rill dan INA-CBG’s ini itu
untuk mencocokkan antara tarif
INA-CBG’s dengan tarif rill,
tadikan ada dibilang sama yulia
kan, kalau tarif yang sudah sesuai
nanti di ajukan ke BPJS.

IF3

ee tarif kita dirumah sakit itu
berdasarkan perda kalau tarif eee
INA-CBG’s itu  berdasarkan
permenkes, kalau untuk maksud
dari tarif rill dan tarif INA-
CBG’s itu aa mungkin bu yulia
yang tau karena yulia yang sering
mengerjakan, aa ya coba dijawab
ya.

kalau untuk tolak ukurnya kita
dirumah sakit ini hanya menjadi
pembanding saja yang
dibayarkan itu sesuai dengan
yang dibayarkan BPJS itu sesuai

permenkes.

IF4

kalau untuk tarif rill rumah sakit
kita inputkan di INA-CBG'’s atau
apa ee, di aplikasi E-Klaim eee
kita inputkan tarif rill rumah sakit
nanti, untuk tarif INA-CBG'’s nya




itu adalah tarif yang keluar dari
eee hasil grouping dari INA-
CBG's.

IF 4

kalau tarif rill itu ratif yang
disediakan oleh rumah sakit dan
akan disesuaikan dengan INA-
CBG's.

Contenct Of Policy (Isi Kebijakan)

No.

Informasi

Informan

Jawaban

Kepentingan
Kelompok

Sasaran

IF1

kalau sasaran implmentasi ini
dengan adanya penerapan tarif
tadi tentu adanya peningkatan
ndak

Kalau sasaran kami tentu ke
pasien

Kalau untuk peraturan pendukung
ini sebenarnya kami sudah ada
tarif ee apa namanya pdrd
(peraturan daerah sumatra barat
tentang pajak daerah ) boleh
difotokan saja

Kalau untuk peraturan yang
ditetapkan sudah sesuai atau
belum ee ada yang sesuai dan ada
juga yang tidak, karena kita sudah
dulu mengusulkan kan tapi
mungkin banyaknya rumah sakit
yang mengusulkan juga, karna

banyak yang mengusulkan ini




berubah ini juga berubah jadi
peraturannya ga sesuai, ada
misalnya tarif lama yang lebih
rendah seharusnyakan naik nah
sudah tu karna ada yang tidak

sesuai tu jadi diusulkan lagi

Contenct Of Policy (Isi Kebijakan)

No. | Informasi Informan Jawaban
1. | Jenis IF1 Kalau untuk ibuk dibagian
Manfaat keuangan tentu manfaatnya
yang pendapatan
diperoleh
IF3 Ee kitakan bayar gaji apa

semuanya disana tu ee untuk
operasional rumah sakit contohnya
seperti itu bayar gaji pegawai P3K,
kontrak  segala macam  kn

dibayarkan dari sana

IF4 jadi kalau untuk manfaat itukan di
segi a penagihan aa penagihan aa
kepada ee, penagihan klaim kepada
BPJS jadi untuk implemntasinya
nantik dari eee klaim yang Kkita
ajukan ke BPJS itukan eee nantik
akan dipergunakan sebagai sarana
ee untuk sarana dan prasarana di

rumah sakit misalnya makan

pasien, misalnya obat pasien, jadi




nantik digunakan ee dialokasikan
dananya untuk eee apa pelayanan

kepada pasien

IF5 Manfaatnya sajauh ini aaa
mungkin manfaatnya supaya tidak
ada kerancuan antara tarif ina-
cbg’s sesuai dengan JKN BPJS aa
gitu jadi supaya tidak ada tumpang
tindih jadi biasanya kita ajukan

dengan tarif dengan yang tidak

jauh beda sama biasanya

Contenct Of Policy (Isi Kebijakan)

No. | Informasi Informan Jawaban

1. | Kedudukan IF1 kalau untuk kedudukan
Pngambilan pengambilan keputusan ini ya
Keputusan tentunya itu meliputi bagian

manajemen rumah sakit seprti
(direktur dan tim keuangan),
dokter spesialis kejiwaan, tim
BPJS Kesehatan, dan staf
administrasi klaim. Setiap aktor
memiliki peran berbeda, seperti
pengelolaan anggaran, penentuan
kebijakan pelayanan, dan

pengajuan klaim.




Contenct Of Policy (Isi Kebijakan)

No.

Informasi

Informan

Jawaban

Pelaksana-
pelaksana

program

IF3

kalau untuk kebijakan ini ya
baiknya tanyakan langsung saja
ke bagian keuangan karena uang
ini ada sifatnya yang rahasia
banyak yang sifatnya rahasia tapi

nanti ke kabag keuangan aja.

Kalau menegnai dampak yang
ditimbulkan pada rumah sakit
atau pasien terhadap kebijakan
implementasi ini ya ee iya ini mah
banyak yang menjurus ke
pimpinan karana bukan
wewenang di casemix.

Kalau permasalahan sejauh ini

belum ada

IF4

kebijakannya itu aa ini ya untuk
kebijakan aa apa aa apa tadi,
kebijakan sudah dibuat dijelaskan
secara rinci itu di keuangan kalau
kita tidak tau.

Permasalahan tarif aaa kita
dirumah sakit aa itu ada update
lagi setelah kita ajukan ee kalim —
klaim BPJS nantikan kita di
update lagi tu, nanti dari hasil
audit itu bisa jadi kita ee ada
pengembangan eee apa bagian

kompensasi bagian BPJS yang




kalau seandainya eee tidak sesuai
dengan ketentuan, misalnya aaa
misalnya kita sudah melakukan
pelayanan rawat jalan misalnya
pasiennya sudah mendapat obat
sudah mendapatkan pelayanan
dari dokter, kemudian nantik
sorenya pasiennya datang lagi
kerawat eee apa rawat inap nantik
dia dirawat nah nantik untuk
klaimnya itu hanya rawat inapnya
saja yang akan Kkita tagihkan
sementara rawat jalannya sudah
kita ajukan nantik akan kita
kembalikan, kita kompensasi lagi
kita kembalikan lagi ke BPJS, jadi
ada beberapa klaim yang tidak
semuanya disetujui sama BPJS,
ada beberapa klaim yang nantik
akan kita kembalikan lagi. “bisa
jadi ya seperti itu tadi pasiennya
datang eee tapi ternyata dia tidak
ee kita kan ga tau pasien ini
ternyata dia eem  menurut
keluarga keluhan dia gelisah
kitakan ga tau, kita kan terima
rawat jalan diliat dikondisinya
pas rawat jalan dia stabil masih
bisa di berikan pengobatan
dirumah aja ternyata eee

pasiennya bisa jadi dia ngamuk




dimana nantik dibawa lagi
keluarganya jadi itukan eee kita
ga bisa memprediksi kan kalau
pasien jiwa ni, ternyata dia
datang lagi kerawat inap, nanti
dia dirawat sementara untuk
rawat jalannya kita udah layanin,
udah mengasih obat ternyata eee
kalim rawat inap kalau disatu hari
yang sama itu hanya rawat satu
episode eee apa misalnya ada
rawat jalan rawat inap ee itu
rawat inap aja yang dipilih untuk
dilayakkan” kalau untuk
permasalahan seperti itu untuk
yang bertanggung jawab siapa ya
kak? “vaa untuk  yang
bertanggung jawab sih  eee
gimana ya Kkita ga bisa ini juga ya
ee karena kita juga ngikut ke
aturan BPJS juga ee berdasarkan
aturan, ee jadi kita tidak bisa cari
siapa yang bertanggung jawab
juga karena kalau kita cari ni
salah ni salah susah juga kanjadi
ya memang ee ya itulah resikonya
gitu, ee dari rumah sakit ya itulah
yang namanya subsidi silang tadi
jadi kalau misalnya ada yang
seperti itu yang todak dilayakkan

untuk menyeimbangkannya vyaitu




dengan subsidi silang.

Berarti solusinya subsidi silang
tadi ya kak? ““ hak eh.

Untuk harapan terhadap
implementasi tarif ini  sendiri
untuk kedepannya itu dari kakak
sendiri itu gimana ya kak? “ya
harapannya pas penagihan itu
memang sudah sesuai ee apah
sesuai dengan aturan jadi Kkita
pengajuan tidak ada lagi yang ee
tidak layakkan jadi harapannya
sih semuanya eeh klaim ini di
setujui tidak ada lagi yang tidak
layak karena eee auditnyaitukan
eee apa untuk 2024 ini aja udah
sering sekarang auditkan jadi
BPJS menang sekarang memang
lagi e memang lagi apa ssst eee
memang apa namanya ee jadi
kalim tu memang di cek benar-
benar di cek jadi untuk eee apa
klaim yang tidak layak tu bisa jadi
besar gitu, jadi harapannya sih
kita pelayanan memang sesuai
dengan aturan, sesuai dengan eee
apa ee aturan yang berlaku jadi
tidak ada lagi pending dan tidak
ada lagi yang tidak layak.

“ee iya karna pasti sudah

mendapatkan layanan ternyata




tidak dibayarkan gitu dan juga
untuk sekarang ini pasiennya
yang ee apa ada juga karena
pasien jiwa kan eee kondisinya
pasien tidak stabil ee tidak bisa
kita prediksi gitu, jadi ada
beberapa pasien yang satu tahun
itu dia rawatannya 10 kali
berartikan dia setiap bulan
datang dirwat inap kadang alasan
keluarga misalnya pasiennya eee
baru dibawa pulang sehari atau
lima hari dirumah nantik datang
lagi jadi BPJS mempertanyakan
sementara rumah sakit tidak bisa
menolak pasien yang begitukan,
kita tidak bisa menolak eee
sementara BPJS mempertanyakan
kenapa pasien bisa eee dilayani
sampai 10 kali berartikan setiap
bulan dia dirawat, tu jadikan
diprtanyakan apakah rawatan
sebelumnya tidak tuntas atau
bagaimana kalau misalnya dari
rumha sakit sih pasiennya sudah
stabil pas pulang stabil tapi kita
tidak tau dirumahkan apakah
keluarganya hanya tidak
memperhatikan pasiennya
kemudian  pasiennya  gelisah

kembali jadi dibawak lagi kesini




gitu, jadi tu ada beberapa pasien
jiwa ini tu yang hmmm memang
eee dipertanyakan BPJS karena
ee rawatan itu bisa setahun itu
bisa lebih dari 10 kali gitu. Ee
tadi apa ada dibilangin apa
namanya ni  ee pasien yang
melampaui kan kita sebenarnya
ga bisa tu menolak pasien kadang
dia sudah sampai dirumah
ngamuk lagi dia terus dibawa lagi
ke rumah sakit sementara kita ga
bisa nolaknya aa misalnya
seminggu baru dipulangkan aa
nanti sudah datang lagi, aa jadi
BPJS beranggapan kalau pasien
memang belum sembuh jangan di
suruh balek dulu, sampai masa
rawatannya tu habis dan benar

pulih.

IF5

Sebelum di implementasikan kita
rapat dulu biasanyakan aa jadi
seblum rapat bisanya kita dikasih
tau tarif ina-cbg’s seperti ini tarif
ini seperti ini, dirapatkan dulu
baru bisa di implementasikan, ya
sudah dijelaskan dulu.

Kalau permasalahan sejauh ini

belum ada.




Context Of Implementation (Isi Kebijakan)

No. | Informasi Informan Jawaban
1. | Kelompok IF4 kalau untuk keberhasilan
Kepentingan kebijakan itu hmm ya kakak ga
tau tanyakan di bagian keuangan
saja.
Context Of Implementation (Isi Kebijakan)
No. | Informasi Informan Jawaban
1. | Responsi dan IF1 kalau untuk perbedaan tarif ini

Daya
Tanggap

memang berhubungan dengan
perbedaan kualitas layanan yang
diberikan. Respons kami adalah
mencoba mengoptimalkan
layanan dengan anggaran yang
ada. Namun, daya tanggap BPJS
Kesehatan terhadap kebutuhan
rumah sakit sering kali lambat,
terutama ketika kami mengajukan

penyesuaian tarif.




Lampiran 11. Telaah Dokumen

16.24 v

< 98 PERMENKES NO 3 TAHUN 2023 TEN

14. Menteri Nomor 5 Tahun 2022
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Keschatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 156);

UTUSKAN:
aetaplan: i PERATURAN MENTERI ESEHATAN TENTANG/STANDAR
ESEHATAN ALAM

PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN,

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menterl tal yang aimalisud dengan:

Tari ada per kapita
pcrbulnn yang dlbayar Al muka oleh BRJS Kesenatan

ad Fasilitas  Keschatan  Tingkat  Pertama
Beordasarkan jumia
memperhitungkan |
kesehatan yang diberilk

2. Tarif Non adalah Iclaim
oleh BPJS kepada ili
Tingkat Pertama berdasarian jenis dan jumlah

yang

3. Tarif Indonesian-Case Based Groups yang selanjutnya
disebut Tarif INA-CBG adalah besaran pembayaran
Klaim oleh BPJS
Rujukan Tingkat Lanjutan atas paket layanan yang
didasarkan kepad
dan p a rumah
sakit yang digunakan dalam pelayanan ik media
maupun nonmedi:

4. Tarif Non INA-CBG merupakan tarif di luar tarif paket
INA-CBG untuk beberapa jenis pelayanan tertentu
dengan proses pengajuan  klaim dilakukan secara
terpisah dari tarif INA-CBG

caerta  yang t(-rdnl'lar tanpa
dan jumlah clayanan

5. Fasilitas Keschatan Tingkat Pertama yang selanjutnya
disingkat FKTP adalah fasilitas keschatan yang
vang

bersifat non ialisti umuk ¥ - i

dan/atau pelayanan keuehntnn lnlnnyn

6. ng
selanjutnya disingkat FRRTL mdaiah fasilia keaehalsn
yang melakuka ang
bersifat atau sub
rawat jalan tingkat lanjutan, rawat inap  tinglat
lanjutan, dan rawat inap di ruang perawatan khu-u-.

7. Badan Sosial ng
selanfutoye. disebat. BRJS Kesehatan mdalabh bades
hukum publik yang untulk
program Jaminan Kesehatan

8.  Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan
P

[rr———

MENTER) KESERATAN
REPUBLIN INGONESIA

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2023

AN
STANDAR TARIF PELAYANAN KESEHATAN DALAM
PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

a. bahwa Pasal 69 ayat (1) dan
Pasal 73 ayat (1) dan n}ml (2) Peraturan Presiden Nomor
82 Tahun 2018  tentang Jaminan Kesehatan
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden
Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Keschatan,
standar tarif pelayanan Kesehatan di Fasilitas
Kesehatan tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan
Rujukan Tingkat Lanjutan ditetapkan oleh Menteri
Keschatan, dan ditinjau minimal setiap 2 (dua) tahun
sckall dengan memperhitungkan keculaipan luran dan

kesinambungan program yang dilakukan bersama
dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
Keschatan, Dewan Jaminan Sosial Nuional, dan
menteri yang i
di bidang keuangan;

b. bahwa terhadap standar tarif pelayanan kesehatan
dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun
2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam
Penyelenggaraan  Program  Jaminan  Keschatan
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun
2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri
Keachatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standas Tarif

Jaminan  Keschatan, R o pemnjl\un
dengan memperhitungkan  kecukupan luran  dan
kesinambungan program;

c. bahwa
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang
Standar  Tarif  Pelayanan  Keschatan  dalam
Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;

Jaih kembkes.go.id
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Lampiran 12. Dokumentasi wawancara

1. Wawancara dengan kepala unit keuangan




2. Wawancara dengan staf bagian casemix




3. Dokumentasi Wawancara dengan dokter

1 " 3 7 = . -




